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PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR |9 TAHuN dol2

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2023;

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

|



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005 - 2025 ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 433, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019%
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12.

13.

14.

14.

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat  Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Republik Indonesdia
Tahun 2023 Nomor 6056);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 — 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Pinrang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2012 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun
2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2018 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun
2009- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang
Tahun 2018 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6); q



‘Memperhatikan : Peraturan Bupati Pinrang Nomor 15 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022
Nomor 15)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN
2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Yang Selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pinrang.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (Satu)
Tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran



yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan perencanaan pembangunan
1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Pinrang tahun 2023

BAB III
RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA
Pasal 3
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan;

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

L CN - L

Pasal 5

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari : 1,
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Lampiran I

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Lampiran II Renja Dinas Kesehatan;
Lampiran III Renja RSUD Lasinrang;
Lampiran IV Renja Dinas Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat
Lampiran V Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
Lampiran VI Renja satuan Polisi Pamong Praja;
Lampiran VII Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
. Lampiran VIII Renja Dinas Sosial;
Lampiran IX Renja Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi;
Lampiran X Renja Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak;
Lampiran XI : Renja Dinas Ketahanan Pangan,
Lampiran XII : Renja Dinas Lingkungan Hidup;

. Lampiran XIII : Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
Lampiran XIV : Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
Lampiran XV : Renja Dinas Perhubungan;

Lampiran XVI . Renja Dinas Komunikasi Dan Infomatika;
Lampiran XVII : Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
Lampiran XVIII : Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
Lampiran XIX : Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga;
Lampiran XX . Renja Dinas Perpustakaa Dan Kearsipan;
Lampiran XXI : Renja Dinas Perikanan;
Lampiran XXII . Renja Dinas Pertanian Dan Hortikultura:
Lampiran XXIII  : Renja Dinas Peternakan Dan Perkebunan:
Lampiran XXIV Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan
Sumber Daya Mineral;
Lampiran XXV Renja Sekretariat Daerah;
Lampiran XXVl  : Renja Sekretariat DPRD;
. Lampiran XXVII  : Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

Dan Pengembangan Daerah;

. Lampiran XXVIII : Renja Inspektorat;
. Lampiran XXIX : Renja Badan Keuangan Daerah;
, Lampiran XXX : Renja Badan Kepegawaian Daerah;
. Lampiran XXXI @ Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik:

Lampiran XXXII  : Renja Kecamatan Watang Sawitto;



gg. Lampiran XXXIII  : Renja Kecamatan Paleteng;
hh.Lampiran XXXIV : Renja Kecamatan Tiroang;

ii. Lampiran XXXV : Renja Kecamatan Mattiro Bulu;
ji. Lampiran XXXVI : Renja Kecamatan Suppa;

kk. Lampiran XXXVII : Renja Kecamatan Mattiro Sompe;
1. Lampiran XXXVIII : Renja Kecamatan Lanrisang;
mm. Lampiran XXXIX : Renja Kecamatan Patampanua;

nn. Lampiran XL : Renja Kecamatan Duampanua;,
00. Lampiran XLI : Renja Kecamatan Batu Lappa;
pp. Lampiran XLII : Renja Kecamatan Cempa;dan

qq. Lampiran XLIII : Renja Kecamatan Lembang;

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 6

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil
pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Bupati melalui kepala Bappelitbangda.

(3) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil
pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang

disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. ?



/’
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

1) Perubah i
(1) an Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terjadi
perubahan mendasar yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24l Je22

BUPATI PINRANG

IlWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal Jg Juli Jo22

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

BUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 19 ‘



RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG

TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2022







LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PIINRANG
NOMOR: 19 TAHUN 2022
TANGGAL: 29 JULI 2022
TENTANG: RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN
2023

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PINRANG

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa atas berkat Rahmat
serta karuniaNya sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun Anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun
2023 berisikan rencana dan tindakan strategis dalam mendukung upaya pencapaian
visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang memuat program maupun
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pinrang dalam tahun anggaran 2023.

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana
Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan
daerah. Secara khusus, Rencana Kerja Organisasi Pemerintah Daerah merupakan
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, rencana
kerja Organisasi Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan
serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan dilakukan dalam jangka pendek
untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam rencana

strategis perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tahun
anggaran 2023 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Permendagri Nomor : 86
Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pendidikan dan Kebudayan Tahun 2023 menjadi landasan atau pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

tahun anggaran 2023.



Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program/kegiatan yang sudah
ditetapkan sehingga tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
dapat terlaksana dengan optimal,

Akhirnya, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga rencana kerja ini dapat tersusun. Perlu disadari bahwa masih
banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena
itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna
penyempurnaan dimasa mendatang. Atas masukan serta saran yang positif dan

membangun disampaikan terima kasih.

Pinrang, 29 Juli 2022
/m\gepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
/ .
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur
bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang dibentuk
sebagai perangkat daerah dengan tipe A untuk melaksanakan urusan pemerintah
bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kebudayaan. Pengaturan ini
selanjutnya ditegaskan melalui Peraturan Bupati Pinrang Nomor 47 Tahun 2021
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas
pendidikan dan kebudayaan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
beserta jajarannya mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan
urusan pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan Bupati kepadanya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
mengamanatkan perlunya perangkat daerah menyusun rencana kerja (Renja)
perangkat daerah dengan berpedoman kepada pada Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD), Rencana Starategis (Renstra) Perangkat Daerah, Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan periode sebelumnya, masalah
yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang beserta jajarannya menyusun rencana kerja (renja) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran
tahunan atas rencana strategis (renstra) yang memuat program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah



maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen
Renja juga memuat lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu
indikatif dan prakiraan maju kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun
anggaran yang direncanakan. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-empat
pelaksanaan rencana strategis (Renstra) Dinas Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam rangka penyusunan Renja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang melakukan Koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Bappelitbangda) dan pemangku kepentingan.

Proses penyusunan Renja dilakukan dalam 6 (enam) tahapan sebagai
berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja. Tahapan persiapan ini meliputi:

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal renja. Tahapan ini dilakukan dengan
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja
perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah
tahun berjalan.

3. Penyusunan rancangan renja perangkat daerah. Tahapan ini merupakan
proses penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah
berdasarkan surat edaran Kepala Daerah. Rancangan renja perangkat
daerah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk
diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal
RKPD menjadi rancangan RKPD. Verifikasi yang dilakukan oleh
Bappelitbangda terhadap rancangan renja perangkat daerah dilakukan
untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan

rancangan awal RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan



hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan
rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kepada
Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan,
Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan renja dan hasilnya
disampaikan kembali kepada Bappelitbangda.

4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Forum ini
bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target
Kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasarn dalam
rancangan renja perangkat daerah. Forum perangkat daerah/lintas
perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah
berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum perangkat daerah/lintas
perangkat daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait tugas
dan fungsi perangkat daerah.

5. Perumusan rancangan akhir renja perangkat daerah. Tahapan ini dilakukan
untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan
dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan Renja. Tahap ini diawali dengan menyampaian rancangan akhir
renja perangkat daerah kepada Kepala Bappelitbanda untuk diverifikasi
apakah telah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan
Renja Perangkat Daerah lainnya. Bila ditemukan hal yang perlu
disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi
penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada
Perangkat Daerah. Selanjutnya, Perangkat Daerah menyempurnakan
rancangan akhir Renja perangkat daerah berdasarkan saran dan
rekomendasi Bappelitbangda tersebut dan menyampaikan hasil
penyempurnaan kepada Kepada Bappelitbangda untuk di tetapkan dengan
Perkada.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah tersebut dapat

dilihat pada gambar 11. berikut:



Gambar 1.1. Bagan alir tahapan penyusunan Renja-PD
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1.1.3. Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan
berpedoman pada dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah.
Penyusunan Renja juga harus berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra)
yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah.
Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima)
tahunan daerah. Renja Perangkat Daerah yang tersusun selanjutnya menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) sebelum
ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan

lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2. Berikut:




Gambar 1.2. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

perencanaan lainnya
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Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 dan telah diolah oleh Tim Penyusun
RKPD

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

Peraturan Pemerintahn Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan
Rencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun
2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2020 - 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-
2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten
Pinrang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2018
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 1);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6);

32. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Pinrang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kab. Pinrang Tahun 2019-2024;

33. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan.

1.3. Maksud & Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk:

a. menterjemahkan arah kebijakan tahun ke-empat pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2019-2024 ke dalam kebijakan tahunan;

b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Renja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dengan Renstra Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 - 2024;

c. menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran strategis dalam
Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 dengan
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019-2024,
RKPD Tahun 2023 dan Renja Tahun 2023 Perangkat Daerah
lainnya.

d. menciptakan efesiensi pengalokasian anggaran belanja dan

terciptanya efektifitas anggaran pendapatan daerah.

1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam rangka:
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023
b. Pencapaian target indikator Kkinerja sasaran di lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023.



1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 disusun

menurut sistematika sebagai berikut:
BAB |. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 agar substansi pada bab-

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, proses penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan, keterkaitan antara Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaa
dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dengan Renja serta tindak lanjutnya dengan proses RAPBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
Lalu (2021) dan Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sub. bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 dan
perkiraan capaian tahun 2022 dengan mengacu pada APBD tahun 2022.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas
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2.2.

2.3.

Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun-tahun
sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2021 dan realisasi Renstra Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan mengacu pada hasil laporan Kinerja tahunan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau realisasi APBD Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini,
antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target Kkinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Analisis Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sub. Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sub Bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
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2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan
SDGs (Suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun 2023.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub. Bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah
kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu
disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
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BAB Ill. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.

3.2.

3.3.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan. Misalnya pencapaian visi dan misi kepala
daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian
NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
pengembangan daerah terisolir, dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi: jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat
penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke
berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu) dan total kebutuhan dana/pagu
indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,

maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana tindak lanjut.

13



BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah

Dalam mencapai sasaran strategisnya, pada tahun 2021, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan 7 (tujuh) program, 19
(sembilan belas) kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) sub.kegiatan. Berdasarkan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2021 dengan Nomor 900/001/DPPA/2021, Seluruh
program/kegiatan/sub.kegiatan Tahun 2021 dilaksanakan dengan anggaran
sebesar Rp. 388.821.503.397. Tingkat realisasi anggaran tersebut mencapai
81,80% atau sebesar Rp. 318.063.810.170.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d tahun 2022, sebagaimana disajikan pada

Tabel 2.1, dapat diuraikan pencapaian sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target
Renja 2021
Terdapat 3 (tiga) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub. kegiatan
yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Secara umum, faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah
adanya pembatasan kegiatan sosial akibat pandemik sehingga
memperlambat pelaksanaan aktivitas sub.kegiatan sehingga mempengaruhi
pencapaian target kegiatan dan program.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target
Renja 2021
Terdapat 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 41 (empat puluh
satu) sub. kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang melampaui target
Renja 2021
Terdapat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub.

kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
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Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melampauinya target kinerja adalah

1. Terbangunnya koordinasi yang baik antar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pinrang dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Pusat serta Satuan Pendidikan dan OPD lain di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Pinrang,

2. Adanya dorongan dari pimpinan untuk pelaksanaan program/kegiatan
secara tepat waktu dan tepat sasaran.

3. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan pelaksanaan
program/kegiatan di masa pembatasan sosial akibat dari pandemik covid-
19.

Implikasi yang timbul dari capaian Kinerja
program/kegiatan/sub.kegiatan yang termuat dalam rencana kerja tahun 2021
terhadap renstra adalah adanya beberapa program/kegiatan/sub. kegiatan yang
tidak memenuhi target, memenuhi target atau melampaui target renstra dengan

rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target
Target Renstra 2019-2014
Terdapat 5 (Lima) Program, 8 (Delapan) Kegiatan, 56 (Lima Puluh Enam)
Sub. Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan.

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang memenuhi Target
Renstra 2019-2014
Terdapat 1 (Satu) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan, 5 (Lima) Sub. Kegiatan
yang memenubhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang melampaui Target
Renstra 2019-2014
Terdapat 1 (Satu) Program, 2 (Dua) Kegiatan, 11 (Sebelas) Sub. Kegiatan

yang melampaui target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perllu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut adalah:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan
kegiatan sesuai target yang ditetapkan;

2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
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Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan
lapangan;

Pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll;
Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
Memberikan reward & punishment yang berkeadilan sesuai dengan

performa masing-masing pelaksana.
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

PROGRAM PENUNJANG Persentase Kebutuhan
1|01 | oL giggﬁ\uPEMER'NTAHAN 'F;gﬁ’lfggg)f;‘:‘";,g‘r:;”as' 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Kum’;atif
KABUPATEN/KOTA Terpenuhi
Persentase Laporan
Perencanaan, Penganggaran, dan Dokumen Non
1 (01| 01 | 2.01 | dan Evaluasi Kinerja Perencanaan yang 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Kumulatif
Perangkat Daerah berkualitas dan tepat
waktu
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat .
1 (01| 01 | 201 | 01 | Daerah (Dinas ’ J&umlah Dokumen Ren!a 10  Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 200% 4 Dokumen 10  Dokumen 100% Kumulatif
g Renstra yang tersedia
Pendidikan dan
Kebudayaan)
Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen RKA-
1 (01| 01 | 201 | 02 | RKA-SKPD (Dinas OPD . 5  Dokumen 1  Dokumen 1  Dokumen 1  Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 60% Kumulatif
Pendidikan dan yang tersedia
Kebudayaan)
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Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen

Jumlah Dokumen

01 | 01 | 201 | 03 | Perubahan RKA - SKPD Perubahan RKA-OPD 4 Dokumen 1  Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1  Dokumen 3 Dokumen 75% Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan yang tersedia
Kebudayaan)
Koordinasi dan
01 [ 01 | 201 | 04 Per.‘lyusunan.D.PA-SKPD Jumlah Dokumen PPA_ 4 Dokumen 1  Dokumen 1  Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 75% Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan SKPD vyang tersedia
Kebudayaan)
Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan Jumlah Dokumen DPA-
01 | 01 | 201 | 05 | DPA - SKPD (Dinas SKPD perubahan yang 4 Dokumen 1  Dokumen 1  Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 3 Dokumen 75% Kumulatif
Pendidikan dan tersedia
Kebudayaan)
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen
01 | o1 | 201 | o | CapdianKineradan | LKJIP, LPPD, SPIP, 20  Dokumen 5  Dokumen 5  Dokumen 5  Dokumen 100% 5  Dokumen 15  Dokumen 75% Kumulatif
Ikhtisar Realisasi Kinerja Perjanjian Kinerja dan
SKPD (Dinas Pendidikan SPM yang tersedia
dan Kebudayaan)
Jumlah Dokumen
01 | 01 | 201 | O7 E:f;ﬁ;la:(g:g:h E\e/ilsttjfleRnggDElvlquaSI 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 Dokumen 9  Dokumen 75% Kumulatif
yang Tersedia
Persentase Serapan
Administrasi Keuangan Anggaran Secara ® ® ® o ® o o o Non
01 | 01 | 2.02 Perangkat Daerah Tepat Waktu dan 97 % 9% % 95 % 81,80 % 86,11% 97 % 91,27 % 94% Kumulatif
Sesuai Aturan
e | Pt Gl
01 | 01 | 202 | 01 Penéidigkandan Tunjangan yang 9% % 9% % 9% % 973 % 102% 9% % 95,76 % 101% Kumulatif
terbayarkan tepat waktu
Kebudayaan)
Penyediaan Administrasi Jumlah administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN perkantoran yang o o .
01 | 01 | 202 | 02 (Dinas Pendidikan dan tersedia sesuai analisa 48  Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 75% Kumulatif
Kebudayaan) kebutuhan
Pelaksanaan
Penatausahaan dan Jumlah Penatausahaan
01 | o1 | 202 | o3 | Pengajuan/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 75% Kumulatif
: Keuangan SKPD (Dinas Keuangan SKPD yang 0 0
Pendidikan dan terbayarkan
Kebudayaan)
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Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

Tersedianya Laporan

01 | 01 | 2.02 | 05 | Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun 4 Laporan 1  Laporan 1  Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 3 Laporan 75% Kumulatif
SKPD (Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan)
Koordinasi dan
oo | T Lpoar |
01 | 01 | 202 | 07 Triwulanan / Semesteran Keuangan Triwulan 16  Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100% 4 Laporan 12 Laporan 75% Kumulatif
. - SKPD
SKPD (Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan)
Persentase barang
Administrasi Barang Milik milik daerah yang Non
01 | 01 | 2.03 | Daerah pada Perangkat tercatat dalam daftar 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Kumulatif
Daerah pengguna barang
tersusun Tepat Waktu
Rekonsiliasi dan
Peen)?ussunzsn Egporan Jumlah Dokumen
Barang Milik Daerah RKBMD q"’.m Laporan .
01 | 01 | 2.03 | 05 Pada SKPD (Dinas Barang Milik Daerah 8  Laporan 2 Laporan 1  Laporan 2 Laporan 200% 2 Laporan 6  Laporan 75% Kumulatif
Pendidikan dan ?eigissulrﬁf ailwgktu
Kebudayaan) P
Persentase sumber
o1 | o1 | 205 Qgg:\';‘i;ag'a';zﬁfgawa'a" dmaefcggglrﬁff;é"l‘?g 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Kum’;atif
baik
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut Tersedianya pakaian
01 | 01 | 205 | 02 | Kelengkapannya (Dinas olahraga aparatur 600  Pasang 150  Pasang 150  Pasang 150  Pasang 100% 150  Pasang 450  Pasang 75% Kumulatif
Pendidikan dan
Kebudayaan)
Pendataan dan Pengelolan
Administrasi Tersedianya pelayanan
01 | 01 | 205 | 03 | Kepegawaian (Dinas administrasi 48  Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 75% Kumulatif
Pendidikan dan kepegawaian ASN
Kebudayaan)
Monitoring, Evaluasi, dan
Penilaian Kinerja Terlaksananya penilaian
01 | 01 | 205 | 05 | Pegawai (Dinas DUPAK pegawai 48  Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 75% Kumulatif
Pendidikan dan
Kebudayaan)
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Jumlah aparatur yang
01 | 01 | 205 | 11 | Perundang - Undangan mengikuti Bimbingan 78  Orang 18 Orang 16 Orang 33 Orang 206% 18 Orang 69  Orang 88% Kumulatif

(Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan)

Teknis
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Persentase Kebutuhan
Layanan Administrasi

Administrasi Umum ® ® ® o ® o @ o Non
01 | 01 | 2.06 Perangkat Daerah Umum Perangkat 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Kumulatif
Daerah yang
Terpenuhi
Penyediaan Komponen
Instalasi
o1 | o1 | 206 | o1 Efégﬁiﬁ”&f&gﬁ"(mn% I:r:fg‘r"a”yaA'at Listrik 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36  Bulan 75% | Kumulatif
Pendidikan dan
Kebudayaan)
Penyediaan Peralatan dan
o1 | o1 | 206 | oo | Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan 48 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 3  Bulan 75% | Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan dan perlengkapan kantor
Kebudayaan)
Penyediaan Barang
Cetakan dan Tersedianya barang
01 | 01 | 206 | 05 | Penggandaan (Dinas cetakan dan 48  Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 75% Kumulatif
Pendidikan dan penggandaan
Kebudayaan)
Penyediaan Bahan Jumlah bahan bacaan
Bacaan dan Peraturan dan peraturan
01 | 01 | 2.06 | 06 | Perundang - Undangan perundangundangan 196  Media 49  Media 49  Media 51  Media 104% 49  Media 149  Media 76% Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan yang tersedia sesuai
Kebudayaan) analisa kebutuhan
Penyelenggaran Rapat Persentase pemenuhan
Koordinasi dan undangan koordinasi dan Non
01 | 01 | 206 | 09 | Konsultasi SKPD (Dinas konsultasi keluar daerah 100 % 85 % 0 % 95,9 % 107% 100 % 93,65 % 94% Kumulatif
Pendidikan dan sesuai analisa kebutuhan
Kebudayaan) secara efektif dan efisien
01 | 01 | 2.07 | Daerah Penunjang Urusan NIRRT VED 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100,00 % 100% Kumulatif
Pemerintahan Daerah p yang
Terpenuhi
FEEEEA) | ETRHTEET, Tersedianya kendaraan
01 | 01 | 2.07 | 02 | Dinas Operasional atau dinasmotgr 44 Unit 0  Unit 14 Unit 0  Unit 0% 0 Unit 0  Unit 0% Kumulatif
Lapangan
Pengadaan Mebel (Dinas Jumlah pengadaan
01 | 01 | 2.07 | 05 | Pendidikan dan meubeleur sesuai analisa 200 Set 0  Set 50  Set 52  Set 104% 50  Set 102 Buah 51% Kumulatif

Kebudayaan)

kebutuhan
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Pengadaan Peralatan dan
o1 | o1 | 207 | o | Mesin Lainnya (Dinas Jumlah peralatan dan 165  Unit 0 Unit 43 Unit 133 Unit 309% 43 Unit 176 Unit 107% | Kumulatif
Pendidikan dan mesin yang tersedia
Kebudayaan)
Pengadaan Aset Tak Jumlah Aset Tak .
01 | 01 | 2.07 | 08 Berwujud Berwujud yang Tersedia 2 buah 0 Buah 1 Buah 1 Buah 100% 1 Buah 2 Buah 100% Kumulatif
Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dana
Prasarana Pendukung prasarana pendukung . . . . . X . 0 .
01 | 01 | 207 | 11 Gedung Kantor atau gedung kantor atau 34 Unit 4 Unit 0  Unit 0  Unit 0% 2 Unit 6  Unit 18% Kumulatif
Bagunan Lainnya bangunan lainnya
Persentase Kebutuhan
Penyediaan Jasa Penunjang Layangn e Non
01 | 01 | 2.08 sy el oy, s Penunjang Urusan 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Kumulatif
Pemerintahan Daerah
yang Terpenuhi
Penyediaan Jasa .
omnias Sumper | T e n
01 | 01 | 2.08 | 02 | Daya Airdan Listrik inte?netytert.)a arkan 108  Rekening 18  Rekening 18  Rekening 6  Rekening 33% 18  Rekening 42 Rekening 39% Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan tenat waktu 4
Kebudayaan) P
Penvediaan Jasa Jumlah jasa tenaga
01 | 01 | 2.08 | 04 Y pembersih yang 32 Orang 5 Orang 5 Orang 9 Orang 180% 12 Orang 26 Orang 81% Kumulatif
Pelayanan Umum Kantor terbayarkan
Persentase Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik F,;Tmi'g’;?;? (BT Non
01 | 01 | 2.09 | Daerah penunjang Urusan Eer e WrEER 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100% Kumulatif
pemerintahan Daerah jang
Pemerintahan Daerah
yang Terpenuhi
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah kendaraan yang
Perizinan Kendaraan terpelihara dan . ; ; ; o ; . ® ;
01 | 01 | 209 | 01 Perorangan Dinas atau terbayarkan Pajak 4 Unit 1  Unit 0  Unit 0  Unit 0% 0 Unit 1  Unit 25% Kumulatif
Kendaraan Dinas (Dinas Kendaraan Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah kendaraan yang
01 | o1 | 209 | 02 | Perizinan Kendaraan terpelihara dan 7 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 2 Unit 4 Unit 57% | Kumulatf

Dinas Operasional atau
Lapangan (Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan)

terbayarkan Pajak
Kendaraan Dinas
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Jumlah

Pemeliharaan Peralatan .
pemeliharaaan

Mesin Lainnya (Dinas

1101 | 01 | 209 | 06 Pendidikan dan Peralatan dan Mesin 150  Unit 45  Unit 45  Unit 34 Unit 76% 47 Unit 126 Unit 84% Kumulatif
sesuai analisa
Kebudayaan) kebutuhan

Pemeliharaan Jumla;hh /rehabilitasi
/Rehabilitasi Gedung pemeliharaan/renabilitasi )
Kantor dan Bangunan perlengkapan gedung 16 Gedung 0  Gedung 1  Gedung 3 Gedung 300% 2 Gedung 5 Gedung 31% Kumulatif
Lainnva Y kantor yang tersedia

Y sesuai analisa kebutuhan

Angka Partisipasi

1| an | gp | EROER PSSO Murni Usia 7-12 Tahun 100 % 9871 % 9918 % 988 % 100% 9945 % 98,97 99% N

PENDIDIKAN Kumulatif

(SD/MI/SDLB)
Angka Partisipasi
b e 2 268 100 % 273 % 8174 % 735 % 90% 8499 % 77,08 7% e
Tahun Kumulatif
(SMP/MTs/SMPLB)
APLL Pl llam il | g g 7785 % 8350 % 779 % 93% 8350 % 7973 % 84% N
Usia Dini Kumulatif
Angka Partisipasi Non
Kasar (APK) 102 % 1026 % 100 % 104 % 104% 104 % 10348 % 101% | oot o
SD/MI/Paket A
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Angka Partisipasi

Kasar (APK) 101 % 83,14 % 87,36 % 812 % 93% 9157 % 8531 % 84% Kuﬁ?ﬂaﬁf
SMP/MTs/Paket B
Angka Harapan Lama Non
13,27  Tahun 13,24 Tahun 13,24  Tahun 13,2  Tahun 100% 13,25 Tahun 13,24 Tahun 100% 5
Sekolah Kumulatif
Angka Rata-Rata Non
Lama Sekolah 9,62 Tahun 7,87  Tahun 7,89 Tahun 7,87  Tahun 100% 8,01 Tahun 7,92  Tahun 82% Kumulatif
i Persentase SD yang
ail | @ | ann | PonmldeEn el Terakreditasi Minimal | 88,10 9% 8895 % 8839 % 919 % 104% 2 % 9096 % 103% NED
Sekolah Dasar B Kumulatif
Penambahan Ruang Kelas | Jumlah Penambahan .
01 | 02 | 201 | 02 Baru Ruang Kelas Baru 24 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0% 0 Ruang 0 Ruang 0% Kumulatif
Pembangunan Ruang
Guru / Kepala Sekolah / Jumlah ruang .
01 | 02 | 2.01 | 03 . S guru/Kepala Sekolah/ 10  Ruang 0 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100% 3 Ruang 4 Ruang 40% Kumulatif
TU (Dinas Pendidikan TU vang dibangun
dan Kebudayaan) yang g
Pembangunan
01 | 02 | 201 | o5 | Perpustakaan Sekolah JL;TE:t;IL(J::r? an 18 Ruan 3 Ruan 2 Ruan 2 Ruan 100% 3 Ruan 8 Ruan 44% Kumulatif
: (Dinas Pendidikan dan perp yang 9 9 9 g ° 9 9 0
dibangun
Kebudayaan)
Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Jumlah sarana dan
01 | 02 | 201 | 06 | Sekolah (Dinas prasarana utilitas 40  Sekolah 0  Sekolah 5  Sekolah 13 Sekolah 260% 10  Sekolah 23 Sekolah 58% Kumulatif
Pendidikan dan sekolah yang dibangun
Kebudayaan)
Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Dinas
01 | 02 | 201 | 07 | Dinas Kepala Sekolah/ yang dibangun sesuai 4 Gedung 1  Gedung 1  Gedung 1  Gedung 100% 0  Gedung 2 Gedung 50% Kumulatif
Guru/ Penjaga Sekolah analisa kebutuhan
Rehabilitasi Sedang /
o1 | 02 | 201 | og | BeratRuang Kelas (Dinas | Jumlah Ruang kelas SD 130 Sekolah 25 Sekolah 3%  Sekolah 38 Sekolah 106% 25 Sekolah 88 Sekolah 68% | Kumulatif

Pendidikan dan
Kebudayaan)

yang direhabilitasi
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Rehabilitasi Sedang/Berat
Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah (Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan)

Pengadaan Mebel
Sekolah (Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan)

Penyelenggaraan proses
belajar dan ujian bagi

Jumlah sarana dan
prasarana, utilitas
sekolah yang
direhabilitasi

jumlah mebel sekolah
yang tersedia

Terlaksananya Asesmen

Sekolah

Sekolah

0  Sekolah 5  Sekolah

0  Sekolah 17 Sekolah

11

18

Sekolah

Sekolah

220% 8  Sekolah 19  Sekolah Kumulatif
106% 17 Sekolah 35  Sekolah Kumulatif

01 | 02 | 2.01 | 23 | pesertadidik (Dinas Kompetensi Siswa 3 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 2 Kali 67% Kumulatif
Pendidikan dan Indonesia (AKSI)
Kebudayaan)
penyiapan dan tindak
lanjut evaluasi satuan Terlaksananva Bimtek
01 | 02 | 2.01 | 24 | pendidikan dasar (Dinas % 6  Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 2 Kali 33% Kumulatif

Pendidikan dan
Kebudayaan)

SPMI Sekolah Dasar
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Pembinaan minat bakat
dan kreatifitas siswa

Jumlah peserta lomba
O2SN, FLS2N Tingkat

0, 0, 1
01 | 02 | 201 | 25 (Dinas Pendidikan dan SD sesuai analisa 640  Orang 150 Orang 160 Orang 160 Orang 100% 160 Orang 470  Orang 73% Kumulatif
Kebudayaan) kebutuhan
Penyediaan pendidik dan .
tenaga kependidikan bagi ;er;gtdlanya ‘Ijaporan
satuan pendidikan erhitungan dan .
01 [ 02 | 201 | 26 sekolah dasar (Dinas Pemetaan Pendidik dan 4 Dokumen 0  Dokumen 1  Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 50% Kumulatif
Ao Tenaga Kependidikan
Pendidikan dan -
Satuan Pendidik Dasar
Kebudayaan)
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Jumlah Guru yang
01 | 02 | 201 | 27 | Satuan Pendidikan mengikuti Lomba 320 Orang 80 Orang 80 Orang 80 Orang 100% 80 Orang 240  Orang 75% Kumulatif
Sekolah Dasar (Dinas berprestasi dan OGN
Pendidikan dan
Kebudayaan)
Pembinaan Kelembagaan
o1 | 02 | 201 | 28 | danManajemen Sekolah | Jumlah sekolah yang 322 Sekolah 140 Sekolah 1 Sekolah 10 Sekolah 1000% 1 Kali 151 Kali 47% | Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan memenuhi SNP
Kebudayaan)
Pengelolaan Dana BOS Jumlah penyaluran BOS
01 | 02 | 201 | 29 | Sekolah Dasar (Dinas (Bantuan Operasional 320 Sekolah 320  Sekolah 320  Sekolah 481 Sekolah 150% 320  Sekolah 1121  Sekolah 350% | Kumulatif
Pendidikan dan sekolah) sesuai analisa
Kebudayaan) kebutuhan
Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Dana BOS terlaksananya sosialisasi
01 | 02 | 201 | 30 | Sekolah Dasar (Dinas enerimad:naBOS 3 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 3 Kali 100% Kumulatif
Pendidikan dan P
Kebudayaan)
AT Persentase SMP yang
01 | 02 | 202 | Pengelolaan Pendidikan Terakreditasi Minimal | 7368 % 7018 % 7018 % 7368 % 104,99% 74 % 7262 % 99% Non
Sekolah Menengah Pertama B Kumulatif
Pembangunan
01 | 02 | 202 | op | Laboratorium (Dinas Jumiah Laboratorium 27 Sekolah 4 Sekolah 8  Sekolah 3 Sekolah 38% 5 Sekolah 12 Sekolah 44% | Kumulatif

Pendidikan dan
Kebudayaan)

yang dibangun
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Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas

Jumlah sarana, prasarana

01 | 02 | 2.02 | 12 | Sekolah (Dinas dan utilitas sekolah yang 25  Sekolah 3 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 100% 3 Sekolah 8  Sekolah 32% Kumulatif
Pendidikan dan dibangun
Kebudayaan)

01 | 02 | 202 | 14 sekolah yang 60  Sekolah 7  Sekolah 9  Sekolah 7  Sekolah 78% 11 Sekolah 25  Sekolah 42% Kumulatif

(Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan)

Pengadaan Mebel
Sekolah (Dinas

direhabilitasi

jumlah mebel yang

01| 02 | 202 | 25 Pendidikan dan tersedia 23 Sekolah 2 Sekolah 5  Sekolah 5 Sekolah 100% 5  Sekolah 12 Sekolah 52% Kumulatif
Kebudayaan)
Pengadaan Perlengkapan jumlah pengadaan
o1 | 02 | 202 | 27 | Sekolah (Dinas Media Pendidikan dan 27 Sekolah 0 Sekolah 10 Sekolah 10 Sekolah 100% 0 Sekolah 10 Sekolah 3% | Kumulatif
Pendidikan dan Perlengkapan Sekolah
Kebudayaan) Lainnya
Penyelenggaran Proses
Belajar dan Ujian bagi Terlaksananya Asesmen
01 | 02 | 2.02 | 36 | pesertaDidik (Dinas Kompetensi Siswa 4 Kali 0 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 2 Kali 50% Kumulatif
Pendidikan dan Indonesia (AKSI)
Kebudayaan)
Penyiapan dan Tindak
Lanjut Evaluasi Satuan
o1 | 02 | 202 | 37 | Pendidikan Sekolah Terlaksananya Bimtek 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 3 Kali 75% | Kumulatif

Menengah Pertama
(Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan)

SPMI
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Pengembangan Karir
Pendidik dan tenaga
stian pendiin Jumizh Guru yang
01 | 02 | 2.02 | 40 sekolah Menenaah mengikuti Lomba 320 Orang 80 Orang 26 Orang 26  Orang 100% 0 Orang 106  Orang 33% Kumulatif
Pertama ( Dinag berprestasi dan OGN
Pendidikan dan
Kebudayaan)
Pembinaan Kelembagaan
o1 | 02 | 202 | a1 ?S’I‘n';"sa;,‘:{ﬁj'ﬂﬁrl‘(;egg:fh ;‘;’;‘;ﬁ:&t‘:jﬂé’}"\lﬁ 57 Sekolah 43 Sekolah 51 Sekolah 51 Sekolah 100% 57 Sekolah 151 Sekolah 265% | Kumulatif
Kebudayaan)
gzﬂgfgﬁlﬁgnz?g:hms Jumlah penyalurz_in BOS
01 | 02 | 202 | 42 | Pertama (Dinas ggfgf:r;nsgsze;?noa?ga 177 Sekolah 59  Sekolah 59  Sekolah 114  Sekolah 193% 59  Sekolah 232 Sekolah 131% | Kumulatif
Pendidikan dan
Kebudayaan) kebutuhan
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Pembangunan
Gedung/Ruang

Jumlah Bangunan ruang

01 | 02 | 2.03 | 01 | Kelas/Ruang Guru PAUD X 9  Sekolah 1  Sekolah 3 Sekolah 4 Sekolah 133% 3 Sekolah 8  Sekolah 89% Kumulatif
. - kelas yang tersedia
(Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan)
Pembangunan Sarana,
o1 | 02 | 203 | oz | Prasaranadan Utilitas Jumlah area bermain 10 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 1 Sekolah 100% 3 Sekolah 5 Sekolah 50% | Kumulatif

PAUD (Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan)

yang tersedia




Pengadaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa PAUD

Jumlah pengadaan alat

01 | 02 | 203 | 12 (Dinas Pendidikan dan Eﬁgﬁgzﬁdukatlfdalam 20  Sekolah 5  Sekolah 5  Sekolah 12 Sekolah 240% 5  Sekolah 22 Sekolah 110% Kumulatif
Kebudayaan) g
Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga Terlaksana kegiatan

o1 | 02 | 208 | 16 | Kependidikan pada pengembangan karir 4 Kali 1 Kali 1 Kali 2 Kali 200% 1 Kali 4 Kali 100% | Kumulatif
Satuan Pendidikan PAUD

2.03

(Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan)

Pengelolaan Dana BOP
PAUD (Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan)

guru PAUD dan
Jambore PAUD

Jumlah penyaluran BOP
(Bantuan Operasional
Pendidikan) sesuai
analisa kebutuhan

600

Sekolah

200

Sekolah

200

Sekolah

205

Sekolah

103%

200

Sekolah

605

Sekolah

101%

Kumulatif




Pengadaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik

01 | 02 | 2.04 | 11 | Nonformal/Kesetaraan yang disalurkan ke 3 Kelompok 0  Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 100% 1 Kelompok 2 Kelompok 67% Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan kelompok
Kebudayaan)
Penyiapan dan Tindak
Lanjut Evaluasi Satuan Bantuan Biaya
01 | 02 | 204 | 13 | Pendidikan di Pendidikan | Pendidikan (Beasiswa) 400 Orang 0 Orang 100 Orang 100  Orang 100% 100  Orang 200 Orang 50% | Kumulatif
Nonformal/Kesetaraan untuk mahasiswa yang
(Dinas Pendidikan dan tersalurkan
Kebudayaan)
Pembinaan Kelembagaan Terselenggaranya
dan Manajemen Sekolah pendampingan, pelatihan
01 | 02 | 2.04 | 16 | Nonformal/Kesetaraan dan pembinaan 3 Kali 0 Kali 16 Kali 2 Kali 13% 1 Kali 3 Kali 100% Kumulatif
(Dinas Pendidikan dan kelompok pendidikan
Kebudayaan) non formal
ggﬂgle;ﬁlaan Dana BOP Jumlah penyaluran BOP
01 | 02 | 204 | 17 | Nonformal/Kesetaraan (Bant_uz_in Operasional 48  Lembaga 16  Lembaga 16  Lembaga 16  Lembaga 100% 16  Lembaga 48  Lembaga 100% Kumulatif
" A Pendidikan) Kesetaraan
(Dinas Pendidikan dan - !
sesuai analisa kebutuhan
Kebudayaan)
Persentase Guru yang
PROGRAM PENDIDIKAN DAN e G o o o o o o o o Non
01 | 04. TENAGA KEPENDIDIKAN memiliki Sertifikat 50 % 50 % 50 % 474 % 94,86% 51 % 4948 % 99% Kumulatif

Pendidik
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Pemerataan Kuatitas dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga iirsgga?g?k:ina;’: Non
01 | 04 | 2.01 | kependidikan bagi Satuan L Ip atih yang 1 0 % 80 % 80 % 80 % 100% 85 % 81,6666667 % 91% latif
Pendidik Dasar. PAUD dan ulus Pelatihan untu Kumulati
Pendidik ’ bidang tugasnya
Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik dan Jumlah pendidik yang
;::L a;apléi%?gidlggr:kggsar melaksanakan sertifikasi
01 | 04 | 201 | 01 PAUD. dan Pendidikan ! diklat calon kepala 280 Orang 70 Orang 70 Orang 60 Orang 86% 70 Orang 200 Orang 71% Kumulatif
Nonformal/Kesetaraan sekolgh da:r) pekngawaﬁ
(Dinas Pendidikan dan sesuai analisa kebutuhan
Kebudayaan)
Penataan Pendistribusian o
Pendidik dan Tenaga 9rumlah Flfnd'd:jl.(dq:n
Kependidikan bagi enaga ep:n_l fkan
Satuan Pendidikan Dasar, yang mengikuti .
01 | 04 | 201 | 02 PAUD. dan Pendidikan pengembangan 860  Orang 200  Orang 200  Orang 600 Orang 300% 200 Orang 1.000 Orang 116% Kumulatif
Nonformal/Kesetaraan keprofes!an .
(Dinas Pendidikan dan berkelanjutan sesuai
Kebudayaan) analisa kebutuhan

Persentase partisipasi
lembaga masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN o o o o o o o o Non
22 02 KEBUDAYAAN d_alampengelolaan 100 % 40 % 50 % 64,9 % 130% 70 % 58,30 % 58% Kumulatif
situs dan keragaman
budaya
T e o | Jumia o
22 | 02 | 2.01 situs budaya yang 48 Benda 44  Benda 46  Benda 44  Benda 96% 46  Benda 4467 % 93% .
dalam Daerah L . . Kumulatif
dipelihara/dilestarikan
Kabupaten/Kota
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